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Abstract: A happy family is born and the inner desire of each partner and the individuals who are in a family. But do not
rule out the cherished goal, covenants they make together experiencing the shock impacting on the creation of the marital
discord, disagreement, each party still carries each ego respectively. Therefore the happy marriage which was originally
going to be cracks or divorce. With the divorce, the consequences are ‘Iddah. In the case of divorce and ‘Iddah arrangement
was stipulated in Islamic law either globally or specifically (the four schools of jurisprudence) and Islamic Law Compilation
(KHI).The problems of this study was twofold: 1. How do the provisions of divorce and ‘Iddah according to the four schools
of fiqh and Islamic Law Compilation (KHI)? 2. How Relevance provisions of divorce and ‘Iddah according to the four schools
of fiqh and Islamic Law Compilation (KHI) In the era of modern society ?.The method used in this compiler is a comparative
descriptive method that describes the view of the four schools of jurisprudence about the divorce arrangements and ‘Iddah
then linked to Islamic Law Compilation (KHI) in Indonesia. Type of research is the research library (library research), whereas
the approach used in this study is a normative approach. In analyzing the data compiler using the deductive method with
deductive mindset is to analyze the problem of divorce and ‘Iddah in general and then withdrawn on dissent in the Four
Schools of Jurisprudence about the divorce arrangements and ‘Iddah.From the analysis that has been done in this study
setting divorce and ‘Iddah contained in Jurisprudence four schools and Islamic Law Compilation (KHI) do not have much
difference, and with the relevance of Jurisprudence four schools and Islamic Law Compilation (KHI) portion of provisions
divorce and ‘Iddah that has prevailed still be valid in the era of modern society.
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Abstrak: Keluarga yang bahagia lahir dan batin adalah dambaan setiap pasangan dan individu-individu yang terdapat dalam
sebuah keluarga.Namun tidak menutup kemungkinan tujuan yang diidam-idamkan, akad yang mereka buat bersama
mengalami goncangan yang berdampak pada terciptanya percekcokan suami istri, silang pendapat, yang masing-masing
pihak masih saling membawa egonya masing-masing. Oleh karena itu perkawinan yang semula membahagiakan akan
menjadi keretakan atau talak. Dengan adanya talak maka menimbulkan akibat yaitu ‘Iddah.Dalam permasalahan talak
dan ‘iddah pengaturannya telah diatur dalam Hukum Islam baik secara global atau khusus (fikih empat mazhab) dan juga
Kompilasi Hukum Islam (KHI).Rumusan masalah dalam penelitian ini ada dua, yaitu: 1. Bagaimana ketentuan talak dan
‘iddah menurut fikih empat mazhab dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)? 2. Bagaimana Relevansi ketentuan talak dan ‘iddah
menurut fikih empat mazhab dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Di Era Masyarakat modern?.Metode yang digunakan dalam
penyusun ini adalah metode diskriptif komparatif yaitu menggambarkan pandangan fikih empat mazhab tentang pengaturan
talak dan ‘iddah kemudian dikaitkan dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia.Jenis penelitiannya adalah penelitian
pustaka (library research), sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normative.Dalam
menganalisis data penyusun menggunakan metode deduktif dengan pola pikir deduktif ini menganalisa masalah talak dan
‘iddah secara umum kemudian ditarik pada perbedaan pendapat dalam Fikih Empat Mazhab tentang pengaturan talak dan
‘iddah. Dari analisa yang telah penulis lakukan dalam penelitian ini pengaturan talak dan ‘iddah yang terdapat dalam fikih
empat mazhab dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak banyak memiliki perbedaan, dan dengan adanya relevansi antara
fikih empat mazhab dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagian dari ketetapan talak dan ‘iddah yang telah berlaku masih
dapat berlaku di era masyarakat modern.
Kata kunci:Talak, ‘Iddah, Fikih Empat Mazhab, Kompilasi Hukum Islam (KHI)
Pendahuluan
Akad nikah dalam Islam bukanlah perkara
perdata semata, melainkan ikatan suci (misaqan
ghalizan) yang terkait dengan keyakinan dan
keimanan kepada Allah. Dengan demikian ada
dimensi ibadah dalam sebuah pernikahan.
Untuk itu pernikahan harus dipelihara dengan
baik sehingga abadi dan yang menjadi tujuan
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perkawinan dalam Islam yakni terwujudnya
keluarga sakinah, mawaddah wa rahmah dan
sejahtera.
Dalam pasal 117 Kompilasi Hukum Islam
(KHI) mendefinisikan talak sebagai berikut:
“Talak adalah ikrar Suami di hadapan sidang
pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab
putusnya perkawinan dengan cara sebagaimana
dimaksuddalam pasal 129, 130 dan 1311.”Dalam
KHI juga terdapat tambahan ketentuan yang
pada dasarnya mempertegas ketentuan mengenai
talak, yaitu talak adalah ikrar (pernyataan cerai)
dari suami kepada istrinya, yang menjadi sebab
putusnya perkawinan.Mafhumnya, pernyataan
cerai dari seorang suami kepada istrinya yang
dilakukan di luar sidang pengadilan, dianggap
bukan cerai karena pernyataan tersebut
dinyatakan di luar sidang pengadilan dan
telah menyalahi KHI. Penafsiran ini dikuatkan
dengan klausul KHI yang menyatakan bahwa
perceraian terjadi  terhitung pada saat perceraian
itu dinyatakan di depan sidang pengadilan2.
Dalam hal ikrar memiliki batasan atau tempo
dalam pengucapan talak atau ikrar talak yaitu 6
(enam) bulan terhitung sejak putusan Pengadilan
Agama.terdapat dalam pasal 131 ayat (4)3 yang
berbunyi;
“Bila suami tidak mengucapkan ikrar talak
dalam tempo 6 (enam) bulan terhitung sejak
putusan Pengadilan Agama tentang izin ikrar
talak baginya mempunyai kekuatan hukum yang
tetap, maka hak suami untuk mengikrarkan
talak gugur dan ikatan perkawinan tetap utuh.”
Sahnya sebuah talak tersebut apabila telah
diikrarkan di hadapan Pengadilan Agama. Seperti
yang terdapat dalam pasal 123 Kompilasi Hukum
Islam (KHI) yang berbunyi: “perceraian itu terjadi
terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di
depan sidang Pengadilan”4. Dan jelas jika talak
yang dijatuhkan oleh suami yang tidak diikrarkan
di hadapan pengadilan Agama tersebut tidak sah.
Pada dasarnya Kompilasi hukum Islam
(KHI) berdasarkan kumpulan dari berbagai
bentuk hukum Islam.Edaran Biro Pengadilan
Agama No. B/1/735 tanggal 18 Februari 1958
1 Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, Kompilasi
Hukum Islam Di Indonesia (Jakarta; 1998/1999), h.57
2 Jaih Mubarok, Pembaruan Hukum Perkawinan di Indonesia,
(Bandung; Simbiosa Rekatama Media, 2015), h. 74
3 Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, Kompilasi
Hukum Islam Di Indonesia…, h. 61
4 Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, Kompilasi
Hukum Islam Di Indonesia…, h. 59
sebagai pelaksanaan PP. 45 Tahun 1957 tentang
pembentukkan Pengadilan Agama/Mahkamah
Syar’iyyah di luar Jawa dan Madura. Di dalam
huruf b surat edaran tersebut dijelaskan sebagai
berikut: “untuk mendapatkan kesatuan hukum
dalam memeriksa dan memutuskan perkara
maka para Hakim pengadilan Agama / Mahkamah
Syar’iyyah dianjurkan Agar mempergunakan
sebagai pedoman kitab-kitab tersebut dibawah ini5:
1. Albajuri
2. Fathul Mu’in
3. Syarqawi alat’tahrir
4. Qalyubi/Mahalli
5. Fathul Wahhab dengan syarahnya
6. Tuhfah
7. Taghribulmusytaq
8. Qowanin syar’iyyah lis Sayyid bin Yahya
9. Qowanin syar’iyyah lis Sayyid Sadaqah Dachlan
10.Syamsuri fil Fara’idl
11.Bughyatul Musytarsyidin
12.Alfiqu’alaa Madzhahibil arba’ah
13.Mughnil Muhtaj
Ke-13 kitab yang telah disebutkan di atas
merupakan kitab-kitab yang digunakan para
Hakim Pengadilan Agama dan Mahkamah Agung
dalam memutuskan perkara sebelum disusunnya
Kompilasi Hukum Islam (KHI). Setelah ditelaah
pada kenyataannya isi dari Kompilasi Hukum
Islam (KHI) khusus pasal 117 dan pasal 153 ayat
4 berbeda dengan fikih-fikih, ataupun hukum
Islam pada dasarnya. Maka, penulis memutuskan
untuk mengangkat permasalahan ini dan penting
untuk diteliti dalam permasalah talak dan ‘iddah
seorang istri yang ditalak.
Rumusan Masalah
1. Bagaimana ketentuan talak dan ‘Iddah
menurut Fikih Empat Mazhabdan Kompilasi
Hukum Islam (KHI)?
2. Bagaimana Relevansi ketentuan talak dan
‘iddah menurut Fikih Empat Mazhab dan
Kompilasi Hukum Islam (KHI)?
Tujuan Penelitian
a. Secara teoritis kegunaan penelitian ini berguna
untuk mengetahui bagaimana ketetapan talak
5 Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, Kompilasi
Hukum Islam Di Indonesia, … h. 128
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dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan
Fikih Empat Mazhab (Mazhab Hanafi, Maliki,
Syafi’i dan Hambali).
b. Secara praktis kegunaan penelitian ini berguna
untuk memikirkan bagaimana keadilan bagi
wanita yang ditalak namun tidak dapat
mengajukan pengaduan ke Pengadilan Agama
sesuai prosedur yang telah ditetapkan dalam
Kompilasi Hukum Islam (KHI).
Metode Penelitian
Dalam penelitian ini jika dilihat dari sumber
data digunakannya jenis penelitian pustaka
(library research).Yaitu serangkaian kegiatan
yang berkenaan dengan metode pengumpulan
data pustaka, mencatat serta mengelolah bahan
penelitian. Dengan kata lain, riset pustaka ialah
memanfaatkan sumber perpustakaan untuk
memperoleh data penelitian6. Pendekatan
yang digunakan dalam penelitian ini adalah
pendekatan normatif, yaitu mendekati masalah
yang diteliti dengan melihat dampak manfaat dan
mudharat dari ketetapan talak dan ‘iddah yang
berlaku di Indonesia sesuai dengan Kompilasi
Hukum Islam (KHI).
Landasan Teori
Kajian teoriti adalah Uraian teori tentang faktor
atau konsep-konsep yang mungkin terlibat dalam
penelitian yang diajadikan acuan7. Ada beberapa
konsep-konsep yang mungkin terlibat dalam
penelitian ini yang akan dijadikan sebuah acuan
atau sebagai bahan analisis untuk menyelesaikan
penelitian ialah:
1. Kompilasi Hukum Islam (KHI)
Secara etimologis, “Kompilasi” berarti suatu
kumpulan atau himpunan, atau kumpulan yang
tersusun secara teratur.“Kompilasi” diambil dari
kata Compilare (Bahasa Latin) yang mempunyai
arti mengumpulkan bersama-sama. Kata yang
berasal dari bahasa latin itu kemudian dalam
bahasa Inggris menjadi compilation yang berarti
karangan yang tersusun dari kutipan-kutipan
buku lain dan dalam bahasa Belanda menjadi
Compilatie yang mengandung arti kumpulan
6 Mestika Zed, Metode Penelitian Kepustakaan, (Jakarta;
Yayasan Obor Indonesia, 2004), h. 3
7 Program Pascasarjana Institut  Agama Islam Negeri (IAIN)
Bengkulu, Pedoman Penulisan Tesis Dan Makalah Program
Pascasarjana IAIN Bengkulu, (Bengkulu, 2014), h. 15
dari lain-lain karangan.
Dalam kamus Webster’s Word University,
kompilasi (compile) didefinisikan dengan:
“mengumpulkan bahan-bahan yang tersedia ke
dalam bentuk yang teratur (baik), seperti dalam
bentuk sebuah buku, mengumpulkan berbagai
macam data. Sedangkan dalam kamus New
Standard yang disusun oleh Funk dan Wagnalls,
kompilasi (Compilation) diartikan sebagai berikut:
1. Suatu proses kegiatan pengumpulan berbagai
bahan untuk membuat sebuah buku, table,
statistic, atau yang lain dan mengumpulkannya
seteratur mungkin setelah sebelumnya bahan-
bahan tersebut diseleksi.
2. Sesuatu yang dikumpulkanseperti buku yang
tersusun dari bahan-bahan yang diambil dari
sumber buku-buku.
3. Menghimpun atau proses penghimpunan8.
Dengan demikian, berdasarkan keterangan di
atas maka kompilasi adalah sebuah kumpulan
dalam bentuk buku baru yang lebih teratur
dan sistematis. Dan Kompilasi Hukum Islam
merupakan kumpulan peraturan-peraturan hukum
islam yang dikumpulkan dalam bentuk buku.
Ada beberapa Peraturan Talak dan ‘Iddah yang
terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).
Talak dan ‘Iddah telah diatur dalam Kompilasi
Hukum Islam yang terdiri dari beberapa pasal,
yaitu; talak terdiri dari 35 pasal, dan ‘iddah
(waktu tunggu) terdiri dari 3 pasal.
2. Fikih
Di dalam Al-qur’an tidak kurang dari 19 ayat
yang berkaitan dengan kata fiqh dan semuanya
dalam bentuk kata kerja, seperti di dalam surat
at-Taubah ayat 122:
ﯯﯮﯭﯬﯫﯪﯩﯨﯧ
ﯷﯶﯵﯴﯳﯲﯱﯰ
ﯽﯼﯻﯺﯹﯸ
“Hendaklah dari tiap-tiap golongan mereka ada
serombongan orang yang pergi untuk memahami
(mempelajari) agama agar member peringatan
kepada kaumnya apabila mereka telah kembali
kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga
dirinya.”
Dari ayat di atas dapat ditarik satu pengertian
8 Marzuki Wahid dan  Rumadi, Fiqh Madzhab Negara  (Kritik
Atas Politik Hukum Islam Di Indonesia, (Yogyakarta; LKiS
Yogyakarta. 2011), h. 142-143
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fiqh itu berarti mengetahui, memahami, dan
mendalami ajaran-ajaran agama secara ke-
seluruhan. Jadi, pengertian fiqh dalam arti yang
sangat luas sama dengan pengertian syari’ah
dalam arti yang sangat luas. Berikut pengertian
fiqh pada sahabat atau pada abad pertama Islam.
Al-Ghazali dari mazhab Syafi’i mendefinisikan
fiqh dengan ‘Faqih itu berarti mengetahui dan
memahami, akan tetapi dalam tradisi para
ulama, Faqih diartikan dengan suatu ilmu
tentang hukum-hukum syara’ yang tertentu bagi
perbuatan para mukallaf, seperti wajib, haram,
mubah (kebolehan), sunnah, makruh, sah, fasid,
batal, qadla, ada’an, dan yang sejenisnya.
Definisi fiqh yang dikemukakan di atas, dapat
disimpulkan bahwa definisi fiqh adalah satu
sistem hukum yang sangat erat kaitannya dengan
agama islam.9
3. Mazhab
Kata madzhab (بهمذ) adalah isim makan
(kata yang menunjukan tempat) yang diambil
dari fi’il madhi (kata dasar) dzahaba (بهذ) yang
berarti pergi.10 Dapat juga berarti al-ra’yu yang
artinya “pendapat”.Pengertian mazhab dalam
istilah fikih atau ilmu fikih setidaknya meliputi
dua pengertian, yaitu:
a. Jalan pikiran atau metode yang digunakan
seorang mujtahid dalam menetapkan hukum
suatu kejadian.
b. Pendapat atau fatwa seorang mujtahid atau
mufti tentang hukum suatu kejadian.11
Pembahasan tentang mazhab merupakan
hal yang berkaitan dengan pembahasan taqlod.
Dalam pembahasan taqlid disebutkan bahwa
peringkat lapisan umat Islam dalam hubungannya
dengan hukum syar’a dan pengalamannya terbagi
kepada dua kelompok, yaitu:
a) Orang yang tidak mempunyai pengetahuan
tentang hukum syar’a. untuk mengetahui
dan mengamalkan hukum syar’a, ia disuruh
bertanya kepada orang yang mengetahui. Dari
segi ketidak tahuannya itu ia disebut awwam
dan dari segi bertanya kepada orang alim, ia
disebut mustafti atau muqallid.
b)  Orang yang mempunyai pengetahuan tentang
hukum syar’a dan mempunyai kemampuan
menggali dari sumbernya. Karena itu, ia
menjadi tempat bertanya bagi orang awam.
Sebagai orang yang mengerti, ia disebut
mujtahid, dan dalam kedudukannya sebagai
orang yang member jawaban atas pertanyan
orang awam disebuut mufti.
Dalam pengertian mazhab yang sederhana
seorang yang awam yang tidak memiliki pen-
dapat yang dihasilkan melalui ijtihadnya dan
oleh karena itu ia mengikuti dan beramal
dengan hasil ijtihad seorang mufti, dapat disebut
dengan “bermazhab” dengan mazhab mufti yang
diikutinya itu.12
4. Hukum Perdata
Hukum adalah segala aturan yang menjadi
pedoman perilaku setiap orang dalam hubungan
hidup bermasyarakat atau bernegara disertai
sanksi yang tegas apabila dilanggar13. Hukum
perdata adalah segala aturan hukum yang me-
ngatur hubungan hukum antara orang yang
satu dengan orang yang lain dalam hidup ber-
masyarakat14.
Kemudian definisi hukum perdata islam atau
yang biasa disebut dengan fiqh mu’amalah dalam
pengertian umum adalah norma hukum yang
memuat: (1) munakahat (hukum perkawinan
mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan
perkawinan, perceraian serta akibat-akibat
hukumnya); (2) wirasah atau faraid (hukum
kewarisan mengatur segala persoalan yang ber-
hubungan dengan pewaris, ahli waris, harta
peninggalan, harta warisan serta pembagian harta
warisan). Selain pengertian umum dimaksud,
juga fiqh mu’amalah dalam pengertian khusus,
mengatur masalah kebendaan dan hak-hak
atas benda, aturan mengenai jual beli, sewa-
menyewa, pinjam-meminjam, persyarikatan
(kerja sama bagi hasil), penggalihan hak dan
segala yang berkaitan dengan transaksi.
5. Maqasid Syari’ah
Secara bahasa Maqasid syari’ah terdiri dari
dua kata yaitu maqasid dan syari’ah.Maqashid
berarti kesengajaan atau tujuan, maqashid
9 H.A. Djazuli, Ilmu Fiqh (Penggalian, Perkembangan, dan
Penerapan Hukum Islam), (Jakarta; Kencana, 2005), h. 5-6
10 Mahmud Yunus, Kamus Arab-Indonesia, (Jakarta: PT
Hidakarya Agung, 1990),h.135
11 Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh, (Jilid 2; Jakarta: Prenada
Media Group, 2008),h.475
12 Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh, (Jilid 2; Jakarta: Prenada
Media Group, 2008), h. 476
13 Abdul Kadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia,
(Bandung; PT Citra Aditya Bakti, 2010), h. 1
14 Abdul Kadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia,…, h. 2
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merupakan bentuk jama’ dari Maqsud yang
berasal dari dari suku kata qashada yang
berarti menghendaki atau dimaksudkan.
Maqashid berarti hal-hal yang dikehendaki
dan dimaksudkan15. Sedangkan syari’ah dalam
pengertian etimologi adalah jalan ke tempat
mata air, atau tempat yang dilalui oleh air
sungai, sedangkan syari’ah dalam pengertian
terminology adalah seperangkat norma ilahi
yang mengatur hubungan manusia dengan Allah,
hubungan manusia dengan sesamanya dalam
kehidupan sosial, hubungan manusia dengan
makhluk lainnya di alam lingkungan hidupnya16.
Maka dapat disimpulkan bahwa Maqasid
syaria’ah adalah tujuan adanya seperangkat
peraturan ilahi yang mengatur hubungan manusia
dengan Allah, hubungan manusia dengan se-
samanya dalam kehidupan sosial, hubungan
manusia dengan makhluk lainnya di alam
lingkungan hidupnya.
Maqasid Syari’ah terbagi menjadi lima yaitu17:
1. Perlindungan terhadap agama (Hifdz Ad-din)
2. Perlindungan terhadap jiwa (Hifdz An-Nafs)
3. Perlindungan terhadap akal (Hifdz Al-‘Aql)
4. Perlindungan terhadap kehormatan (Hifdz
Al-‘Ardh)
5. Perlindungan terhadap harta benda (Hifdz
Al-Mal)
Pembahasan
Penyusunan Kompilasi Hukum Islam (KHI)
dipandang sebagai suatu proses transformasi
hukum Islam dari bentuk hukum tidak tertulis
ke dalam bentuk hukum yang tertulis, yaitu
perundang-undangan. Tujuan untuk penyusunan
KHI adalah untuk menyiapkan sebuah pedoman
hukum bagi para hakim di lingkungan Peradilan
Agama dan menjadi hukum positif yang harus
dipatuhi oleh seluruh warga Indonesia yang
beragama Islam18.
15 Kompas Siana, diakses pada tanggal 28 juni 2016, pukul;
23:17, dari m.kompasiana.com/lismanto/ushul-fiqh-maqashid-al-
syari-ah_55119a3f813311914dbc5fbd
16 H. Zainuddin Ali, Hukum Islam (Pengantar Ilmu Hukum
Islam di Indonesia), …, h. 3
17 Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, Maqashid Syari’ah, (Jakarta;
Azmah, 2009), h. xiii
18 Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta; Raja
Grafindo Persada, 2002), h. 23
A. Talak Dalam Prespektif Fikih Empat Mazhab
Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)
NO KetentuanTalak KHI Mazhab Hanafi
Mazhab
Maliki Mazhab Syafi’i
Mazhab
Hambali
1 Syarat
sahnya
talak
“Pasal 117”
Talak adalah
ikrar suami
dihadapan
sidang
pengadilan
Agama yang
menjadi
salah satu
sebab
putusnya
perkawinan,
dengan cara
sebagaimana
dimaksud
dalam pasal
129, 130 dan
131
1. Sahnya talak
jika
diucapkan
oleh seorang
suami yang
telah baligh,
berakal,
meskipun
dalam
keadaan
mabuk dan
terpaksa
talak tersebut
dinyatakan
sah.
2. Talak
dijatuhkan
kepada istri
yang baligh
dan telah
dicampuri.
1) Sahnya
talak jika
diucapkan
oleh
seorang
suami
yang telah
baligh,
berakal,
meskipun
dalam
keadaan
mabuk
talak
tersebut
dinyatakan
sah dan
Talak yang
dipaksa
sah.
2) Istri, yang
telah
dicampuri,
tidak
dalam
keadaan
haidh
atau nifas
(dalam
keadaan
suci)
1. Sahnya talak
jika
diucapkan
oleh seorang
suami yang
telah baligh,
berakal,
dan terpilih.
talak yang
dijatuhkan
dalam
keadaan
mabuk
talaknya
jatuh, dan
talak yang
dijatuhkan
dalam
keadaan
terpaksa juga
tidak sah.
2. Talak jatuh
kepada istri
yang telah
dicampuri,
serta bukan
wanita yang
mengalami
menopause
dan tidak
pula dalam
keadaan
hamil.
1. Sahnya
talak jika
diucapkan
oleh
seorang
suami,
berakal,
dan talak
yang
dijatuhkan
dalam
keadaan
mabuk
tidak
sah, dan
talak yang
dijatuhkan
dalam
keadaan
terpaksa
juga tidak
sah.
2. Istri yang
telah
dicampuri
dan dalam
keadaan
suci.
2 Talak
sunni
“Pasal 121”
Talak sunny
adalah
talak yang
dibolehkan
yaitu
talak yang
dijatuhkan
terhadap
istri yang
sedang succi
dan tidak
dicampuri
dalam waktu
suci tersebut.
Talak sunnah
adalah
menjatuhkan
talak satu
kepada istri
yang dalam
masa suci
dan belum
dikumpuli
pada masa
suci tesebut,
kemudian tidak
diikuti dengan
talak lagi dalam
masa ‘iddah.
Talak sunnah
adalah talak
seorang
suami
kepada
istri dalam
keadaan
bersih dari
jima’ atau
bersetubuh.
Talak sunnah
adalah talak
yang sesuai
dengan
sunnah, yang
sesuai dengan
sunnah adalah
menceraikan
istrinya tanpa
hubungan
intim dan dia
menceraikannya
dalam keadaan
suci atau
tidak hamil
atau sebelum
berhubungan
intim secara
mutlak.
Talak sunnah
adalah talak
yang sesuai
dengan
sunnah, yang
sesuai dengan
sunnah
adalah
menceraikan
istrinya tanpa
hubungan
intim dan dia
menceraikan-
nya dalam
keadaan suci
atau tidak
hamil atau
sebelum
berhubungan
intim secara
mutlak.
3 Talak bid’i “pasal 122”
Talak bid’I
adalah
talak yang
dilarang,
yaitu
talak yang
dijatuhkan
pada waktu
istri dalam
keadaan
haidh, atau
istri dalam
keadaan suci
tapi sudah
dicampuri
pada waktu
suci tersebut.
Talak bid’ah
adalah talak
yang dijatuhkan
dalam keadaan
haidh atau
nifas.
Talak bid’ah
adalah
talak yang
diharamkan
maksud yang
diharamkan
adalah
dalam
keadaan
haidh atau
nifas seorang
wanita
tersebut
ditalak.
Talak bid’ah
adalah talak
yang dijatuhkan
dalam keadaan
haidh atau
nifas.
Talak bid’ah
adalah
talak yang
dijatuhkan
dalam
keadaan
haidh atau
nifas.
Dari tabel di atas menjelaskan bahwa
dalam Pasal 117 tentang talak mendefinisikan
Talak adalah ikrar suami dihadapan sidang
pengadilan Agama yang menjadi salah satu
sebab putusnya perkawinan, dengan cara
sebagaimana dimaksud dalam pasal 129, 130
dan 131. Yang mana dalam pasal 129 berbunyi
“seorang suami yang akan menjatuhkan talak
kepada istrinya mengajukan permohonan baik
lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama
yang mewilayahi tempat tinggal istri disertai
dengan alasan serta meminta agar diadakan
sidang untuk keperluan itu19”.Selanjutnya pada
19 Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, Kompilasi
Hukum Islam Di Indonesia … h. 60
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pasal 130 yang berbunyi “Pengadilan Agama
dapat mengabulkan atau menolak permohonan
tersebut, dan terhadap keputusan tersebut dapat
dimintai upaya hukum banding dan kasasi20”.
Pasal 131 berbunyi “(1) pengadilan Agama
yang bersangkutan mempelajari permohonan
dimaksud pasal 129 dan  dalam waktu selambat-
lambatnya tiga puluh hari memanggil pemohon
dan istrinya untuk meminta penjelasan tentang
segala sesuatu yang berhubungan dengan maksud
menjatuhkan talak. (2) setelah Pengadilan Agama
tidak berhasil menasehati kedua belah pihak
dan ternyata cukup alasan untuk menjatuhkan
talak serta yang bersangkutan tidak mungkin lagi
hidup rukun dalam rumah tangga, Pengadilan
Agama menjatuhkan keputusannya tentang
izin bagi suami untuk mengikrarkan talak. (3)
setelah keputusan mempunyai kekuatan hukum
tetap suami mengikrarkan talaknya di depan
sidang pengadilan agama dihadiri oleh istri atau
kuasanya. (4) bila suami tidak mengucapkan ikrar
talak dalam tempo enam bulan terhitung sejak
putusan pengadilan Agama tentang izin ikrar talak
baginya mempunyai kekuatan hukum yang tetap,
maka hak suami untuk mengikrarkan talak gugur
dan ikatan perkawinan tetap utuh. (5) setelah
sidang penyaksian ikrar talak pengadilan Agama
membuat penetapan tentang terjadinya talak
rangkap empat yang merupakan bukti percerian
bagi bekas suami dan istri. Helai pertama beserta
surat ikrar talak dikirimkan kepada pegawai
pencatat nikah yang mewilayahi tempat tinggal
suami untuk diadakan pencatatan, helai kedua
dan ketiga masing-masing diberikan kepada
suami istri dan helai keempat disimpan oleh
Pengadilan Agama21.
Thalaq  dibagi dua, bid’iy dan sunny, dan bid’i
dibagi menjadi dua yaitu makruh dan haram, dan
yang menunjukkan thalaq bid’i adalah perkataan
beliau: (dan thalaq tiga dalam satu kali ucapan
adalah bid’ah) maksudnya adalah sesuatu yang
baru diadakan, dan hukum menthalaq tiga (bain)
istrinya dalam satu kali ucapan maksudnya
jika ia menthalaq tiga istrinya dalam beberapa
kata seperti:”kamu saya thalaq, kamu saya
thalaq, kamu saya thalaq” atau  “ kamu dicerai,
kamu dicerai, kamu dicerai” tanpa ada tujuan
penekanan, maka itu adalah thalaq bid’i22.
20 Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, Kompilasi
Hukum Islam Di Indonesia … h. 60
21 Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, Kompilasi
Hukum Islam Di Indonesia … h. 60-61
22 Diskusi syari’ah, diakses pada 24 juni 2016 dari http://
Dengan demikian pengaturan talak sunnah dan
talak bid’i dalam KHI dengan mazhab malikiyah
tidak jauh berbeda karena makna antara satu
sama lain memberikan makna yang sama yang
mana talak yang diperbolehkan atau disunnahkan
disebut dengan talak sunnah (sunni) atau talak
yang diharamkan atau talak yang dilarang dengan
sebab dalam keadaan haidh, nifas, dan dalam
masa ‘iddah, selain itu juga menjatuhkan talak
tiga dengan satu kali ucapan. maka, talak yang
demikian disebut dengan talak bid’i. jika dalam
KHI secara umum, maka pendapat mazhab
malikiyah disebutkan secara rinci, dan menurut
mazhab malikiyah talak tiga dengan satu kali
ucap merupakan talak bid’I, sedangkan di dalam
KHI hal demikian tidak disebutkan.
Yang selanjutnya analisis komparatif antara
Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan mazhab
Syafi’i tentang talak syarat sahnya talak menurut
mazhabSyafi’i Talak itu sah apabila dilakukan oleh
tiap-tiap suami yang baligh (dewasa), berakal
dan terpilih. Selain suami tidak sah talaknya,
demikian pula anak-anak tidak sah talaknya.
Orang yang hilang akalnya disebabkan oleh
sesuatu udzur, seperti mabuk atau orang yang
meminum sesuatu yang dapat menghilangkan
akalnya bukan karena hajat, maka talaknya jatuh.
Pendapat lain mengatakan bahwa dalam kasus
ini ada dua qoul, yang paling masyhur adalah
talaknya jatuh.
Orang yang melakukan talak dengan
kekerasan, misalnya diancam akan dibunuh atau
dipotong atau dipukul dengan pukulan yang
membahayakan, maka talaknya tidak jatuh.
Sedangkan orang yang dipaksa dengan ancaman
sedikit, atau cacian, dan ia bisa melawannya,
maka menurut mazhab, talaknya tidak jatuh.
Sedang pendapat lain mengatakan jatuh. Syarat
yang kedua adalah istri yang telah dicampuri,
serta bukan wanita yang mengalami menopause
dan tidak pula dalam keadaan hamil.
Syarat sahnya talak yang terdapat dalam
KHI tidak dijelaskan secara rinci. Akan tetapi
syarat tersebut dapat dirinci dengan berbagai
prosedur yang telah disebutkan sebelumnya yaitu:
sepasang suami istri dan harus diikrarkan di
hadapan Pengadilan Agama. Maka, perbedaannya
dengan mazhabSyafi’i terletak pada ikrar talak
tersebut. Selanjutnya tentang talak sunnah;
menurut mazhabSyafi’i yang dikatakan dengan
www.kampussyariah.com/x.php?id=405&=definisi-talak-sunni-
menurut-ulama-.htm
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talak sunnah adalah talak yang sesuai dengan
sunnah, yang sesuai dengan sunnah adalah
menceraikan istrinya tanpa hubungan intim
dan dia menceraikannya dalam keadaan suci
atau tidak hamil atau sebelum berhubungan
intim secara mutlak. Dan talak sunnah menurut
KHI mempunyai maksud yang sama yaitu talak
sunnah merupakan talak yang diperbolehkan.
Yang dimaksud dengan yang diperbolehkan
adalah talak yang sesuai dengan ajaran (aturan
Agama).
Kemudian Talak Bid’I menurut mazhabSyafi’i
adalah talak yang dijatuhkan dalam keadaan
haidh atau nifas.Al-Imam Al-Haramain (w. 478
H), salah satu ulama di kalangan mazhab Asy-
Syafi’iyah menuliskan dalam kitabnya Nihayatul
Mathlab Fii Diroyatil Mazhab sebagai berikut:
maka kami berkata: diharamkan atas seorang
suami menthalaq istrinya pada saat ia sedang
haid padahal ia sudah digauli dan dengan tanpa
ada imbalan dan tanpa keridhaan istrinya, dan
pendapat ini sudah disepakati. Dan begitu juga
apabila suami telah menggauli istrinya pada
masa suci, dan belum jelas bahwa si istri hamil,
maka diharamkan atasnya menthalaqnya dalam
keadaan suci yang suami telah menthalaqnya
tanpa memberi ganti23.
Ketentuan talak bid’I yang terdapat dalam KHI
dan juga mazhabSyafi’isama yang mana talak
bid’I merupakan talak yang dilarang dilakukan.
Karena akan merugikan wanita yang ditalak.
Karena talak bid’I adalah talak yang dilakukan
dalam keadaan haid, nifas atau bisa disebut
tidak dalam keadaan suci.
Yang terakhir adalah analisis komparatif
antara KHI dan mazhab hambali mengenai talak.
Pertama mengenai syarat sahnya talak.Syarat sah
talak dalam KHI telah dipaparkan diawal pada
analisis komparatif antara KHI dengan mazhab
hanafi. Dan sekarang membahas tentang syarat
sah talak di kalangan mazhab hambali yang mana
memiliki syarat sebagai berikut: talak dijatuhkan
oleh suami. ulamamazhab hambali mengatakan
bahwa talak yang dijatuhkan anak kecil yang
mengerti dinyatakan sah, sekalipun usianya
belum mencapai sepuluh tahun24. Selanjutnya
berakal sehat, maka, talak yang dijatuhkan oleh
23 Diskusi syari’ah, diakses pada 24  juni 2016  dari http://
www.kampussyariah.com/x.php?id=405&=definisi-talak-sunni-
menurut-ulama-.htm
24 Muhammad Jawad Mughniyah, Fikih Lima Mazhab (Ja’fari,
Hanafi, Maliki, Syafi’i, Hambali),…  h. 441
suami yang mabuk dan marah dinyatakan tidak
sah talk tersebut.Kemudian talak yang dijatuhkan
hendaklah sungguh-sungguh, karena menurut
mazhab hambali talak yang dijatuhkan dalam
keadaan main-main tidaklah sah. Selanjutnya
talak dijatuhkan kepada istri, dalam keadaan
suci tanpa dicampuri menjelang ia diceraikan.
Jadi, jika syarat yang demikian tercapai maka
talak yang dijatuhkan sah.
Perbedaannya dengan KHI yaitu dalam KHI
sama-sama suami tetapi tidak disebutkan baligh
atau tidaknya seorang suami tersebut, sedangkan
mazhab hambali talak anak-anak dinyatakan sah.
Dan mazhab hambali juga tidak menyebutkan
ikrar talak seperti peraturan talak dalam KHI.
Kemudian tentang talak sunnah dan talak bid’i
menurut mazhab hambali. Talak sunnah menurut
salah satu ulama di kalangan mazhab hanabilah
Ibnu Qudamah (w. 620 H), menuliskan dalam
kitabnya Al-Mughni sebagai berikut: Makna
dari talak sunnah adalah talak yang jatuh pada
masa suci dan belum dicampuri oleh suaminya,
kemudian suaminya tidak menceraikannya
kembali sampai ‘iddahnya selesai, Ibnu ‘abdil bar,
Ibnu Al-Mundzir dan Ibnu Mas’ud berkata: Talak
sunnah adalah talak yang jatuh dalam keadaan
belum dicampuri. Dan Allah ta’ala berfirman:
Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada
waktu mereka dapat (menghadapi) ‘iddahnya
(yang wajar). Beliau berkata: dalam masa suci
dalam keadaan belum dicampuri25.
Pembahasan selanjutnya adalah talak bid’i
menurut mazhab hambali adalah Talak bid’ah
adalah talak yang dijatuhkan dalam keadaan
haidh atau nifas. menurut salah satu ulama di
kalangan mazhab Al-HanabilahAl-Mardawi (w.
885 H) menuliskan dalam kitabnya Al-Inshaf fi
Ma’rifati Ar-Rajih minal Khilaf sebagai berikut:
(Bab Thalaq Sunnah dan thalaq bid’ah) Beliau
muallif berkata: apabila seorang suami mentalaq
istri yang telah digaulinya, ketika istrinya haid,
atau masa suci setelah ia melakukan hubungan
suami istri dengannya, maka dinamakan thalaq
bid’ah yang haram hukumnya dan thalaq nya
jatuh. Al-Buhuti (w. 1051 H), salah satu  ulama di
kalangan mazhab Al-Hanabilah menuliskan dalam
kitabnya Kasysyaf Al-Qinna’ sebagai berikut:
(Apabila suami menceraikan istrinya yang telah
digauli ketika istri sedang haid) atau nifas (atau
25 Diskusi syari’ah, diakses pada 24  juni 2016  dari http://
www.kampussyariah.com/x.php?id=405&=definisi-talak-sunni-
menurut-ulama-.htm
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dalam keadaan suci setelah berhubungan suami
istri walaupun) ia menceraikannya (diakhir masa
haidnya) atau akhir masa suci yang ia telah
menggaulinya (dan belum nampak tanda-tanda
hamil) atau nampak dan jelas (hamilnya, maka
ini disebut thalaq bid’ah)26.
Dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud
dengan talak bid’I menurut mazhab hanabilah
(hambali) yaitu talak yang yang diharamkan
karena talak tersebut dijatuhkan dalam keadaan
haidh, nifas, hamil dan diakhir masa sucinya
telah digauli. Maka, talak sunnah dan talak bid’I
menurut KHI dan mazhab hanabilah sangat
relevan.
B. ‘Iddah Dalam Prespektif Fikih Empat Mazhab
Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)
NO Ketentuan
‘Iddah
KHI Mazhab
Hanafi
Mazhab
Maliki
Mazhab
Syafi’i
Mazhab
Hambali
1 ‘iddah wanita
masih haidh
“Pasal 153”
ayat (2)
Waktu tunggu
bagi seorang
janda ditentukan
sebagai berikut:
a. Apabila
perkawinan
putus karena
kematian,
walaupun
qabla dukhul,
waktu tunggu
ditetapkan 130
(seratus tiga
puluh) hari.
b. Apabila
perkawinan
putus karena
perceraian,
waktu
tunggu yang
masih haidh
ditetapkan
3 (tiga) kali
suci dengan
sekurang-
kurangnya
90 (Sembilan
puluh) hari
dan bagi yang
tidak haid
ditetapkan
90 (Sembilan
puluh) hari;
c. Apabila
perkawinan
putus karena
perceraian
sedang
janda dalam
keadaan
hamil, waktu
tunggu
ditetapkan
sampai
melahirkan.
d. Apabila
perkawinan
putus karena
kematian,
sedang janda
tersebut dalam
keadaan
hamil, waktu
tunggu
ditetapkan
sampai
melahirkan.
‘Iddah wanita
yang masih
haidh yang
ditalak oleh
suaminya
masa ‘iddah
selama 3
(tiga) kali
haidh.
‘Iddah wanita
yang masih
haidhWanita
yang telah
ditalak oleh
suaminya
masa
‘iddahnya
selama 3
(tiga) quru’.
‘iddah
wanita
yang belum
berhubungan
badan
maka, tidak
memiliki
‘iddah.
Dan ‘Iddah
wanita
yang masih
haidhWanita
yang telah
ditalak oleh
suaminya
masa
‘iddahnya
selama 3
(tiga) quru’.
‘Iddah
wanita
yang masih
haidhWanita
yang telah
ditalak oleh
suaminya
masa
‘iddahnya
selama 3
(tiga) kali
haidh.
2 ‘iddah wanita
yang tidak
haid
‘Iddah wanita
yang tidak
haidh
Wanita yang
ditalak dalam
keadaan
tidak haidh
‘iddah wanita
tersebut
selama 3
(tiga) bulan.
‘Iddah wanita
yang tidak
haidh
Wanita yang
ditalak dalam
keadaan
tidak haidh
‘iddah wanita
tersebut
selama 3
(tiga) bulan.
‘Iddah
wanita
ditalak
dalam
keadaan
tidak haidh
‘iddah
wanita
tersebut
selama 3
(tiga) bulan.
‘Iddah wanita
yang tidak
haidh Wanita
yang ditalak
dalam
keadaan
tidak haidh
‘iddah wanita
tersebut
selama 3
(tiga) bulan.
3 ‘iddah wanita
hamil
‘Iddah wanita
hamil‘Iddah
wanita hamil
yaitu sampai
melahirkan
(ditalak dalam
keadaan
hidup ataupun
mati).
‘Iddah wanita
hamil yaitu
sampai
melahirkan
(ditalak
dalam
keadaan
hidup
ataupun
mati).
‘Iddah wanita
hamil‘Iddah
wanita hamil
yaitu sampai
melahirkan
(ditalak
dalam
keadaan
hidup
ataupun
mati).
‘Iddah
wanita hamil
yaitu sampai
melahirkan
(ditalak
dalam
keadaan
hidup
ataupun
mati).
4 ‘iddah wafat ‘Iddah wafat
a) Dalam
keadaan
tidak hamil
selama 4
(empat)
bulan 10
(sepuluh)
hari.
b) Dalam
keadaan
hamil
sampai
melahirkan.
‘Iddah wafat
a. Tidak
hamil: 4
bulan 10
hari
b. Hamil:
sampai
melahirkan.
‘iddah
wanita yang
ditinggal
mati oleh
suaminya
dalam
keadaan
hamil
ataupun
tidak hamil
selama 4
(empat)
bulan 10
(sepuluh)
hari.
‘iddah
wanita yang
ditinggal
mati oleh
suaminya
dalam
keadaan
hamil
ataupun
tidak hamil
selama 4
(empat)
bulan 10
(sepuluh)
hari
Dalam Pasal 153 mengatur tentang masa
tunggu (‘iddah) seorang wanita (janda) yang telah
diceraikan atau ditinggal mati oleh suaminya.
Pada ayat (1) berbunyi “bagi seorang istri yang
26 Diskusi syari’ah, ….. 24 juni 2016
putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau
‘iddah, kecuali qabla dukhul dan perkawinannya
putus bukan karena kematian suami”.dalam ayat
(2) pada pasal 153 menjelaskan secara rinci
tentang masa ‘iddah bagi seorang janda. Yang
berbunyi sebagai berikut:
a. Apabila perkawinan putus karena kematian,
walaupun qabla dukhul, waktu tunggu di-
tetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari.
b. Apabila perkawinan putus karena perceraian,
waktu tunggu yang masih haidh ditetapkan 3
(tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya
90 (Sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak
haid ditetapkan 90 (Sembilan puluh) hari;
c. Apabila perkawinan putus karena perceraian
sedang janda dalam keadaan hamil, waktu
tunggu ditetapkan sampai melahirkan.
d. Apabila perkawinan putus karena kematian,
sedang janda tersebut dalam keadaan hamil,
waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.
Selanjutnya dilanjutkan dengan ayat (3) yang
berbunyi “tidak ada waktu tunggu bagi yang
putus perkawinan sedang antara janda tersebut
dengan bekas suaminya qabla dukhul”.Dan pada
ayat (4) menjelaskan bahwa terhitungnya ‘iddah
seorang wanita akibat perceraian mulai sejak
putusan pengadilan, sedangkan ‘iddah seorang
wanita yang diakibatkan oleh kematian suami
maka ‘iddahnya terhitung dimulai sejak kematian
suami.
Penutup
1. Talak dalam kajian fikih empat mazhab
memiliki perbedaan pendapat yang berbeda-
beda, akan tetapi perbedaan tersebut tidak
memiliki perbedaan yang jauh. Dengan
pembahasan yang pertama mengenai syarat
sahnya talak. Syarat yang pertama yaitu:
baligh, semua ulama mazhab sepakat akan
syarat yang pertama akan tetapi mazhab
Hambali memiliki pendapat yang berbeda,
mazhab ini tidak menyebutkan suami yang
baligh dengan maksud jika talak dijatuhkan
oleh anak-anak maka talak tersebut sah,
meskipun umurnya belum mencapai umur
sepuluh tahun. Kemudian syarat yang kedua
yaitu istri yang telah dicampuri, dan dalam
keadaan suci, dan  bukan dalam masa ‘iddah.
Dan ketentuan tersebut kesepakatan para
ulama mazhab.
Yang kedua yang dimaksud dengan talak
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sunnah menurut mazhab Hanafi merupakan
talak satu yang mana talak tersebut talak
yang diperbolehkan, karena talak sunnah
dijatuhkan kepada istri dalam keadaan suci
dan belum dikumpuli pada masa tersebut
dan tidak diikuti dengan masa ‘iddah, begitu
pula dengan mazhab maliki menyebutkan
talak sunnah. Selanjutnya mazhab Syafi’i
menyebutkan talak sunnah adalah talak yang
sesuai dengan sunnah, sunnah yang dimaksud
di sini adalah menceraikan istrinya tanpa
hubungan intim dan dia menceraikannya
dalam keadaan suci atau tidak hamil, dan
mazhab hambali juga meyebutkan hal yang
serupa untuk talak sunnah.
Yang ketiga talak bid’i (bid’ah) yang mana
para ulama sepakat bahwa talak bid’i me-
rupakan talak yang diharamkan. Karena talak
tersebut dijatuhkan pada saat sang istri dalam
keadaan tidak suci (haid, nifas atau suami
telah menggauli istrinya pada masa suci dan
belum jelas si istri sedang hamil atau tidak).
Yang sedikit berbeda yaitu pendapat mazhab
maliki yang menyebutkan bahwa talak bid’i
adalah mentalakistri lebih dari satu kali atau
menjatuhkan talak tiga dengan sekali ucap,
dalam keadaan tidak suci.
Dan berikut beberapa ketetapan ‘iddah
menurut fikih empat mazhab:
1. ‘iddah wanita yang masih haid ‘iddahnya
selama 3 (tiga) kali haid menurut mazhab
hanafi dan hambali, dan 3 quru’ menurut
mazhab Syafi’i dan maliki.
2. ‘iddah wanita yang tidak haid ‘iddahnya
selama 3 (tiga) bulan demikian kesepakatan
para ulama mazhab 4 (empat).
3. ‘iddah wanita hamil sampai melahirkan
(ditalak dalam keadaan hidup ataupun
mati). Demikian kesepakatan para ulama
mazhab 4 (empat).
4. ‘iddah wafat dalam keadaan tidak hamil
selama 4 (empat) bulan 10 (sepuluh)
hari dan dalam keadaan hamil sampai
melahirkan. Menurut mazhab hanafi dan
maliki. Sedangkan Syafi’i dan hambali dalam
keadaan hamil ataupun tidak ‘iddah wanita
yang ditinggal meninggal oleh suami selama
4 (empat) bulan 10 (sepuluh) hari.
Kajian talak dalam Kompilasi Hukum Islam
(KHI) Pasal 117, tentang talak sunny Pasal 121
dan pasal 122 tentang talak bid’i. selanjutnya
kajian ‘iddah dalam Kompilasi Hukum Islam
(KHI) terdapat dalam Pasal 153.
2. Dari pendapat keempat ulama mazhab tersebut
jika dikolerasikan di Indonesia, sebagaimana
yang tertera dalam KHI, secara umum semua
pendapat para ulama mazhab tersebut
mempunyai relevansi dengan KHI. Terutama
untuk mazhab Syafi’i, akan tetapi meskipun
ketentuan talak dan  ‘iddah dalam fikih empat
mazhab relevan terhadap KHI masih ada
ketetapan yang memiliki perbedaan seperti;
KHI menyatakan sahnya talak tersebut apabila
telah diikrarkan di hadapan Pengadilan Agama,
jika tidak maka, talak yang dijatuhkan oleh
suami tidak dapat berlaku dengan demikian
rumah tangga tersebut masih dianggap utuh.
Dan mulai terhitung ‘iddah yaitu apabila sudah
menerima keputusan dari Pengadilan. Apabila
tidak pernah mengikrarkan talak di hadapan
Pengadilan Agama maka, ‘iddah tidak dapat
dihitung. Sesuai dengan keberlakuan hukum
di Negara Indonesia.
Dari Relevansi antara Fikih Empat Mazhab
dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) jika
diaplikasikan di Negara Indonesia, maka,
talak menurut Fikih Empat Mazhab lebih
bermaslahat bagi wanita untuk menghadapi
masa ‘iddahnya, karena mereka berpendapat
bahwa talak tidak perlu diikrarkan dihadapan
Pengadilan Agama, sedangkan ketetapan talak
menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga
memiliki kemaslahatan bagi wanita yang
ditalak, karena dengan mengharuskannya ikrar
talak di hadapan Pengadilan Agama tidak
membuat seorang suami berlaku semena-
mena atas talak.Begitu pula ketetapan ‘iddah
yang berlaku mengikuti ketetapan talak.
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